
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN  BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR  64 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

 

 Menimbang 

: 

a. bahwa penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah 

pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2019 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah belum 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 

Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah, sehingga perlu disesuaikan; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat :  1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 

SALINAN 



 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor  4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004          

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017          

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6119); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 74  Tahun 2012 tentang Perubahan atas  Peraturan  

Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5340); 



 

 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia          

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta 

Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang   

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 



 

 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13    

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir  dengan  

Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 

Bergulir pada Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyusutan Barang Milik Daerah; 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN   BUPATI  TENTANG  KEBIJAKAN AKUNTANSI 

    PEMERINTAH DAERAH. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

4. Badan Keuangan Daerah yang disingkat BKD adalah Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang.  

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala  Badan yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

9. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan Barang Milik Daerah. 

10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri   

atas 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan. 

 



 

 

 

11. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian 

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian 

laporan. 

12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 

SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

Pemerintah. 

14. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, 

dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh 

Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 

terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.  

15. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk 

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

pemerintahan Daerah. 

16. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 

daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 

yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah 

Daerah.  

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 

Bendahara Umum Daerah. 

18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.               

 

 



 

 

 

BAB II 

 KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 Pasal 2 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP 

Berbasis Akrual. 

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan 

b. kebijakan Akuntansi akun. 

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas    

unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai 

panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa 

sesuai dengan Pernyataan SAP atas : 

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan Akuntansi 

dalam SAP; dan  

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan Akuntansi 

dalam SAP. 

(5) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

                    BAB III 

                 PELAPORAN KEUANGAN 

 

                   Pasal 3 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

Entitas Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan wajib 

menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan 

yang setidak-tidaknya terdiri dari : 

a. laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah; 



 

 

 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah 

Daerah; 

c. neraca Pemerintah Daerah; 

d. laporan operasional Pemerintah Daerah; 

e. laporan arus kas Pemerintah Daerah; 

f. laporan perubahan ekuitas Pemerintah Daerah; dan 

g. catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

SKPD sebagai Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan 

Keuangan Tahunan yang setidak-tidaknya terdiri dari : 

a. laporan realisasi anggaran SKPD; 

b. laporan operasional SKPD; 

c. laporan perubahan ekuitas SKPD; 

d. neraca SKPD; dan 

e. catatan atas laporan keuangan SKPD. 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan 

perbendaharaan Daerah, BUD wajib menyusun Laporan 

Keuangan PPKD  yang setidak-tidaknya terdiri dari : 

a. laporan realisasi anggaran PPKD; 

b. laporan operasional PPKD; 

c. neraca PPKD;  

d. laporan arus kas ; 

e. laporan perubahan ekuitas PPKD; dan 

f. catatan atas laporan keuangan PPKD. 

 

 

                  BAB IV 

                 KETENTUAN PENUTUP 

 

          Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati  Karanganyar Nomor 97 Tahun 2019 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 97), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 



 

 

 

 Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita  Daerah Kabupaten Karanganyar. 

 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal                           

 BUPATI KARANGANYAR, 

 

       ttd 

               JULIYATMONO 

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

 

        ttd 

   SUTARNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020  NOMOR  

 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

       SEKRETARIAT DAERAH 

   KABUPATEN KARANGANYAR 

        Kepala Bagian Hukum, 

 

  

 

       ZULFIKAR HADIDH,S.H. 

     NIP.19750811 199903 1 009 

Telah Dikoordinasikan 

Pejabat Paraf  

1. Asisten Administrasi Umum  

2. Kepala BKD  

3. Kabid Akuntansi  

 


